PT. Bank Perkreditan Rakyat

Central Artha /

e

LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA

TAHUN 2019
PT. BPR Central Artha

JI. Dr. Soetomo No. 53 Kota Tegal




PT. Bank Perkreditan Rakyat

Central W LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA

BAB |
PENDAHULUAN

PT Bank Perkreditan Rakyat Central Artha didirikan di JI. Hos Cokroaminoto No. 63
Kota Tegal pada tanggal 17 Juni 2010 dengan Akta Pendirian Nomor : No. 40 tanggal 22
Januari 2010, Anggaran Dasar ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-08343.AH.01.01 fanggal 16
Februari 2010 dan berdasarkan Surat Pengesahan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor
12/39/KGP.GBI/DpG/2010 tanggal 18 Mei 2010 dibuat oleh notaris Ny. Dewi Indahwati, SH di
Malang.

PT BPR Central Artha menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak
ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang sacham dan
stakeholders lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan
usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip
Tata Kelola perusahaan yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam sefiap kegiatan

usahanya.

PT BPR Central Artha melalui jojaran manajemen dan seluruh karyawan selalu
berusaha menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance - GCG) pada semua aspek dan lini kerja serta menjadikannya sebagai bagian

dari Budaya Perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip  Tata Kelola yang baik senantiasa dilakukan  dan
dikembangkan oleh PT. BPR Central Artha sefiap tahunnya. Dalam penerapannya,
manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu

transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan mempunyai
komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG tersebut dengan berlandaskan pada

nilai-nilai Perusahaan. Kesadaran ini didukung penuh oleh Dewan Komisaris yang dibantu
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oleh Tim Audit Internal untuk melakukan pengawasan kegiatan terhadap pelaksanaan
GCG.

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang
Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus
berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan dan

manajemen risiko.

A. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan
dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan
di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan
Nasabah;

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;

8. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang

Pedoman Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
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10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOQJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014
tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa
Keuangan;

11. Anggaran Dasar PT BPR Central Artha beserta perubahan-perubahannya;

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

13. Pedoman dan Kebijokan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR Central
Artha;

14. Pedoman dan Kebijaokan Pelaksanaan Penerapan Anfi Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) PT BPR Central Artha.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan
Laporan Pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan Tata Kelola dan

kesimpulan umum hasil self-assessment pelaksanaan tata kelola di Bank.

B. Visi, Misi Dan Nilai-Nilai Perusahaan
1. Visi
Menjadi 10 BPR Terbesar di Jawa Tengah.
2. Misi
a.Memberikan layanan prima dan nilai tambah kepada nasabah selaku mitra pilihan
utama.
b.Mengembangkan SDM profesional yang mempunyai semangat kreatifitas dan
berkomitmen dengan melakukan praktek tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance).
c.Mengembangkan teknologi untuk mendukung proses yang efektif dan efisien serta
mengoptimalkan pelayanan nasabah.

3. Nilai-nilai Perusahaan

Nilai-nilai Budaya Perusahaan PT BPR Central Artha merupakan penjabaran atas
slogan “JURNAL-KOMPAK” sebagai acuan pokok bagaimana perilaku PT BPR Central

Artha dengan segenap jajarannya dalam mengelola bisnisnya. Dari slogan tersebut
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lebih lanjut dapat dijabarkan Nilai-nilai perusahaan PT BPR Central Artha adalah

sebagai berikut :

1) Jujur (Integritas)

2) Profesional

3) Berkompeten (Kompetensi)

4) Kompak (Team Work)

JURNAL — KOMPAK

Corporate Prilaku Utama
values

a)
b)
1. Jujur (Integritas)

c)

a)
b)
c)
d)

2. Profesional

a)

3. Berkompeten b)
c)

a)
b)
c)
d)

4. Kompak

Konsisten, disiplin, dan penuh semangat.
Menjaga citra bank melalui periloku terpuji dan menjunjung tinggi
efika.

Amanah dan istikomah.

Cepat, Tepat dan Akurat.
Kompeten dan bertanggung jawab.
Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan.

Memiliki skill, knowledge, dan attitude yang baik.

Memliliki kemampuan di bidang fugasnya.
Memiliki kesadaran akan apa yang akan diperbuat.

Berinisiatif, bersikap positif dan berprilaku positif.

Bisa bekerja secara team.
Fokus terhadap tujuan.
Bisa membangun kepercayaan.

Dapat membangun semangat teamwork dan bersatu padu.

C. Struktur Organisasi

Pelaksanaan Good Corporate Governance di bank berlandaskan pada komitmen

bersama dari seluruh jajaran

peraturan yang berlaku. Hal

Pengurus dan Pegawai untuk tunduk dan patuh pada seluruh

ini dapat tercermin dari struktur organisasi bank yang disusun

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Bank ditetapkan
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melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 0267/XI/SKDIRBPRCA/TGL/2019 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja PT BPR Cenftral Artha, sebagai berikut :

RUPS
|
DEWAN KOMISARIS |- oo . .

1
|
1
DIREKSI :
1
| |
L [
DIVISI HRD DAN DIVISI - —
KETUA SKAI
DIVISI HUKUM DIVISI MARKETING MANRISK KEPATUHAN OPERASIONAL
DAN PPKB
DIVISI PELATIHAN DAN DIVIS] .
EDUKASI
PENGEMBANG | | PROGRAMM
AN BISNIS ER DANTI
KEPALA CABANG SENIOR MANAGER MANAGER
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PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA DALAM PRESPEKTIF
PT BPR CENTRAL ARTHA

Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan, Bank senantiasa memastikan adanya
pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan risiko usaha, pengelolaan
keuangan yang berhati-hati, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku, sertfa menghindari benturan kepentingan. Perpaduan yang kuat antara
implementasi prinsip GCG dengan visi misi perusahaan, merupakan faktor kunci kesuksesan

transformasi menjadi Perusahaan yang lebih baik.

Perusahaan percaya bahwa dengan menjunjung finggi prinsip-prinsio GCG di
seluruh operasional Perusahaan adalah syarat penting untuk mempertahankan dukungan
para pemangku kepentingan dan menjamin pencapaian misi dan tujuan pertumbuhan

berkelanjutan jangka panjang Perusahaan.

Landasan hukum Tata Kelola adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :
4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor : 5/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata

Kelola Bank Perkreditan Rakyat.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di PT BPR Central Artha diwujudkan dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan
pelaksanaan tugas satuan kerja, penanganan benfuran kepentingan, penerapan fungsi
kepatuhan, penerapan fungsi audit intfernal, penerapan fungsi audit eksternal, penerapan
manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian infernal, batas maksimum pemberian

kredit, rencana bisnis bank, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Dalam dunia perbankan penerapan GCG bukan lagi dianggap sebagai suatu
keharusan akan tetapi merupakan kebutuhan dan faktor esensial bagi keberlanjutan
perusahaan PT BPR Central Artha tentu memiliki Parameter Keberhasilian Bank dalam
mencapai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menyadari bahwa setiap individu di
dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja

yang positif.
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PT BPR Central Artha memiliki budaya perusahaan yang sangat bergantung dari
dukungan, konfribusi, dan komitmen dari SDM Bank yang berkualitas serta memiliki

kompetensi yang tepat dalam memaksimalkan performa organisasi.

Karyawan yang berkompeten dan berorientasi pada nasabah merupakan faktor
yang menjamin fereadlisasinya janji PT BPR Central Artha kepada nasabah dalom
memberikan layanan perbankan yang unggul. PT BPR Central Artha secara konsisten terus

mendorong pengembangan individu-individu di dalamnya.

Dengan sistem karir dan penilaian performa kerja yang komprehensif, PT BPR Central
Artha memastikan bahwa karyawan mendapatkan reward yang sesuai. Selain itu sistem
pengembangan yang disusun secara berjenjong mengikuti pengembangan fanggung

jawab dan kemajuan karir setiap individu turut menopang terbentuknya SDM unggul.

Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam
JURNAL-KOMPAK (Jujur /integritas, Profesional, Berkompeten, Kompetensi, dan
Kompak/Team Work). Penerapan JURNAL-KOMPAK dalam semua aspek kerja
memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses
pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan

misi PT BPR Central Artha untuk terus maiju.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang berstandar baik dan konsisten memacu
kinerja PT BPR Central Artha dengan memiliki dan menerapkan budaya perusahaan yang
baik dapat meningkatkan kepercayaan investor serta melindungi kepentingan stakeholder
serfta memberikan konfribusi yang positif terhadap industri keuangan dan perekonomian
nasional. PT BPR Central Artha telah merasakan bahwa peningkatan implementasi Tata
Kelola Perusahaan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Perseroan secara
keseluruhan. Hal ini ditunjukkan dari berbagai kinerja PT BPR Central Artha yang dicapai
pada periode 2019 sesuai Laporan Hasil Audit KAP adalah sebagai berikut :

1. Laba perseroan mencapai Rp 7.627.532 ribu.

2. Pertumbuhan Aset 47,26 % mencapai Rp 303.786.608 ribu.

3. Pertumbuhan Kredit 40,31 % menjadi Rp 234.524.844 ribu.

4. Peningkatan Dana Pihak Ketiga 69,19 % menjadi Rp 232.058.084 ribu
5. Peningkatan total Ekuitas menjadi Rp 31.059.157 ribu.
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Non Performing Loan (NPL) Netto 2,79%

Komitmen yang finggi dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan

merupakan modal utama PT BPR Central Artha untuk mewujudkan organisasi yang

memenuhi 5 (lima) prinsip GCG :

A.

Prinsip Keterbukaan (fransparency)

Prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan

keterbukaan PT BPR Cenfral Artha dalam menyampaikan informasi material dan relevan

mengenai segala sesuatu tentang PT BPR Cenftral Artha.

Secara lebih spesifik, fransparansi meliputi, namun tidak terbatas pada aspek-aspek berikut :

1.

Keharusan pengungkapan informasi secara tepat wakiu, jelas, akurat dan dapat
diperbandingkan;

Hal-hal yang secara minimal harus diungkapkan, termasuk namun tidak terbatas pada
visi, misi, dan kondisi keuangan;

Keharusan memiliki  kebijokan fertulis yang dapat dikomunikasikan dengan
stakeholders terkait;

Transparansi  tidak  mengurangi  atau menghilangkan kewajiban untuk
merahasiakan informasi tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan
yang berlaku atau atas dasar perfimbangan bisnis (misalnya: rencana pengembangan

atau peluncuran produk baru Bank).

Prinsip Akuntabilitas (accountability)

Prinsip kejelasan fungsi, struktur, sistem, tata pelaksanaan dan tanggung jawab di dalam

organisasi sehingga pengelolaan PT BPR Cenfral Artha dapat berjalan efekfif dan efisien.

Akuntabilitas secara lebih spesifik meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut :

1.

2
3.
4

Adanya tanggung jawab tiap organ Bank secara jelas;

Perlunya kompetensi yang memadai dari seluruh jajaran Pegawai Bank;

Perlunya check and balance system, terutama antara Direksi dengan Komisaris;
Adanya ukuran kinerja yang memadai bagi Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Pejabat

serta seluruh Satuan Kerja / unit bisnis dan Pegawai Bank.
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C. Prinsip Pertanggungjawaban (responsibility)

Prinsip yang mengemukakan kesesuaian pengelolaan PT BPR Central Artha dengan
peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsioc pengelolaan PT BPR
Cenftral Artha yang sehat. Pertanggungjawaban secara lebih spesifik, meliputi, namun fidak

terbatas pada, aspek berikut :

1. Mentaati dan melaksanakan prudential banking practices;
2. Menjadikan Bank sebagai warga perusachaan yang baik (good corporate

citizen).

D. Prinsip Kemandirian (independency)

Prinsip yang menekankan sikap profesionalisme tanpa benturan kepentingan,
pengaruh, serta tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan dan
perundangundangan yang berlaku serta prinsio pengelolaan PT BPR Cenfral Artha yang

baik. Independensi secara lebih spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut :

1. Menghindari dominasi tidak wajar dari stakeholder manapun dan tfidak terpengaruh
oleh kepentingan sepihak yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan
(conflict of interest);

2. Pengambilan keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari

pihak manapun.

E. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (fairness)
Prinsip perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran secara lebih

spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut :

1. Azas kesetaraan dan kewajaran untuk semua stakeholders (equal treatment);
2. Kesempatan cakses informasi yang sama untuk semua stakeholders, sesuai

dengan fungsi masing-masing.
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BAB Il
PENERAPAN TALA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
terkait GCG, PT BPR Central Artha telah menerapkan Peraturan Oforitas Jasa Keuangan
Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
melalui pembuatan suatu pedoman kerja internal terkait Tata Kelola Perusahaan-GCG yang
ditetapkan tanggal 4 September 2017 Tentang Pedoman Tata Kelola (Good Corporate
Governance) PT BPR Central Artha.

PT BPR Central Artha senanfiasa melakukan penguatan penerapan GCG yang
dilokukan secara berkelanjutan dan konsisten melalui proses dari waktu ke waktu.
Penguatan Penerapan GCG mengacu kepada regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa
keuangan (OJK). Langkah strategis dan rencana bisnis bank disusun sebagai acuan untuk

mencapai tfujuan yang sejalan dengan visi dan misi dan tata nilai PT BPR Central Artha.

Penetapan Pedoman GCG internal tersebut bertujuan untuk semakin mengingatkan
dan mengikatkan segenap organisasi untuk keseluruhan fingkatan dan jenjang organisasi
yang ada di bank PT BPR Cenfral Artha agar senantiasa melaksanakan prinsipprinsip GCG

dalam melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaannya.

Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh
pengurus dan pegawai Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai

tingkat pelaksana.

Pemberlakuan Pedoman tersebut diharapkan mampu lebih mendorong Direksi
dengan segenap jajarannya unfuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan
pada saat yang bersamaan Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara efekfif,
profesional, transparansi dan akuntabilitas. Penerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan
usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, ruang lingkup Penerapan Tata
Kelola dimaksud paling sedikit harus diwujudkan dalam 11 (sebelas) faktor penilaian

pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Central Artha.
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A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi sebagai organ bank bertugas dan bertanggung jowab secara kolegial dalam
mengelola bank. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil

keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan
memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana bisnis yang

seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank, terdiri atas Direktur Utama dan Direktur, bertanggung jowab penuh atas
kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajb  mengutamakan
kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta

perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

1. Susunan Dewan Direksi

Direksi PT BPR Central Artha terdiri dari 2 (dua) orang, seorang Direktur Utama dan
seorang Direktur. Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi PT BPR Central Artha

adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Central Artha
tanggal 20 Mei 2017 dengan Akta Notaris Nomor : 44 tanggal 23 Mei 2017, dengan Notaris
Ny. Christina Agustina, SH, Mkn di Tegal berisi tfentang perubahan susunan pengurus. Atas
perubahan susunan pengurus tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0141254 tanggal 31 Mei 2017 dan telah
dicatat dalam administrasi Pengawasan Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) Nomor

S-86/K0.034/2017 tanggal 09 Juni 2017 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1) Komisaris Utama : Sapto Liyantoro, SE

2) Komisaris : Risnawati Handayani, SE, MM
3) Direktur Utama . Ismiyanto, SH, MH, MM

4) Direktur : Maya Indra Mulyani, SH, SE
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Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman

pada industri perbankan dan felah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and

Proper Test).

Jumlah, komposisi, dan integritas serta kompetensi anggota Direksi sesuai dengan

kegiatan usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

kecuali pemenuhan direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang baru dipenuhi di

bulan Januari 2019, antara lain meliputi :

a
.
c
d

Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang;

Semua anggota Direksi berdomisili di wilayah Kantor Pusat;

Penggantian dan atau pengangkatan Direksi tfelah memperoleh persetujuan dari RUPS;
Semua anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang
operasional perbankan;

Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris;

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham
pada Bank atau perusahaan lain;

Anggota Direksi fidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang
mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;

Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana terdapat pada Board
Manual yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi;
Tidaok menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai
konsultan;

Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip- prinsip
pengelolaan resiko;

Mempunyai ahlak dan moral yang baik;

Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;

Memenuhi kriteria idenpendesi dan transparasi;

Telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas
Jasa Keuangan;

Kriteria lainya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Independensi dan Rangkap Jabatan Direksi

Independensi dan Rangkap Jabatan Direksi Sejalan dengan ketentuan untuk
anggota dewan komisaris, dapat disampaikan bahwa antar anggota Direksi dengan
anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengenddali tidak ada hubungan
keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan sacham dan keluarga. Anggota
Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan

pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

DIREKTUR
DIREKTUR
UTAMA
TIDAK TIDAK
v v
v v
v v

Seluruh Anggota Direksi bertempat tinggal di Tegal.

Tidak memiliki hubungan keluarga/ semenda dengan sesama

Direksi atau Dewan Komisaris.
Tidak memiliki saham 25% atau lebih dari modal setor bank

Memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian serta

kemampuan sebagaimana diatur oleh pihak Otoritas Jasa v v
Keuangan mengenai BPR.

Telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) v v

sesuai dengan ketentuan yang mengatur.
Tidak merangkap jabatan pada Bank/ perusahaan lain. v v

Tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan v v

pengalihan tugas & wewenang tanpa batas

3. Tugas dan Tangggungjawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jowabnya sesuai kewenangan
yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan

kepengurusan Bank, antara lain :

a. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah, maupun

tahunan;
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b. Menetapkan kebijckan pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) dan
mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan pelaksanakan prinsip-prinsip Tata
Kelola dalam setfiap kegiatan usaha Bank pada seluruh fingkatan dan jenjang
organisasi;

c. Direksi  dalam penyelenggaraan  tugas yang  bersifat  strategis  untfuk
kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jowab secara kolegial. Sefiap
anggota Direksi bertanggung jowab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional
dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan
wewenangnya;

d. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara fransparan;

e. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Unit Kerja Kepatuhan, APU-PPT, dan
Manajemen Risiko.

f.  Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas Iain.

g. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hation dan kepatuhan
Bank.

h.  Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara tfransparan.

i.  Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fugasnya kepada Dewan Komisaris dan
pemegang saham melalui RUPS.

J.  Melakukan tugas secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS);

k. menyiapkan suatu keftentuan/system internal control untuk dapat mengamankan
investasi dan kekayaan bank;

. Dalam hal Bank mempunyai kepentingan vyang bertentangan dengan
kepentingan pribadi seorang anggota direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota
Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili
Komisaris;

m. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu pada Dewan
Komisaris;

n. Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang
ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
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o. Direksi harus memastikan  kelancaran  komunikasi antara  Bank  dengan
Stakeholders.

4. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan dan  mengkoordinasikan  tugasnya  Direksi  dapat
menyelenggarakan Rapat Direksi. Frekuensi dan jumlah kehadiran rapat Direksi pada tahun

2019 dapat diinformasikan sebagai berikut :

RAKORDIR RAKOMDIR
e oo | e | Feredion
4

Ismiyanto 100% 4 100%
Maya Indra Mulyani 4 100% 4 100%
Keterangan :
RAKORDIR : Rapat Koordinasi / Pertemuan internal Direksi
RAKOMDIR :Rapat / Pertemuan Dewan Komisaris bersama Direksi

B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang

Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan lama masa jabatan Dewan Komisaris yakni 5
(lima) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali sesuai dengan pertimbangan dari

Pemegang Saham.
1. Susunan Dewan Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris yang ada saat ini per 31 Desember 2019 sebanyak 2 (dua)

orang, dan telah sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Para Dewan Komisaris telah memiliki serfifikasi Komisaris yang telah memenunhi
ketentuan yang berlaku. Serta seluruh Dewan Komisaris tidak ada rangkap jabatan di bank

lain.
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Ditahun 2019 tidak ada mengalami perubahan susunan Dewan Komisaris. Jumlah

dan komposisi Anggota Dewan Komisaris :

Sapto Liyantoro, SE Komisaris Utama 20-05-2017 s.d 19-05-2022

Risnawati Handayani, SE, MM Komisaris 20-05-2017 s.d 19-05-2022

2. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang

Bank Perkreditan Rakyat, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

a. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali,
anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi;

b. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain. Terkait pemenuhan hal
tersebut, Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan dalam Surat Pernyataannya
bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan
keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota

Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana dapat dilihat pada

KOMISARIS
KRETERIA UTAMA

Seluruh Anggota Komisaris bertempat tinggal di v v

tabel di bawah ini :

Tegal.

Tidak memiliki hubungan keluarga/ semenda dengan v v

sesama Komisaris. dan atau Direksi

Telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (fit &

proper test) sesuai dengan ketentuan yang v v
mengatur.
Tidak merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan dengan v v

jabatan yang sama pada Bank/perusahaan lain.
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Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi/
Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS atau pada Bank v v

Umum.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan

yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan

pengawasan Bank, antara lain :

a.

Mengawasi dan memastikan terselenggaranya Good Corporate Governance dalam
setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Melaksanakan pengawasan ferhadap fugas dan fanggung jawab Direksi serta
memberikan nasihat maupun pengarahan kepada Direksi. Termasuk juga memantau
serta mengevaluasi kebijakan strategis Perusahaan.

Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dari
SKAI, auditor eksternal (KAP), Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lainnya.
Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara optimal.

Tidaok ferlibat dalam pengambilon keputusan kegiatan operasional  bank,
kecualipenyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas
jumlahyang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
Bankdan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan fugas
danpengawasan.

Apabila telah memenuhi ketentuan modal inti, dalam rangka mendukung efekfivitas
pelaksanaan tugas dan tanggung jowabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite
Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Oftoritas Jasa Keuangan /
Bank Indonesia.

Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa
Keuangan melalui Surat OJK Nomor : §-86/K0.034/2017 tanggal 09 Juni 2017.
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i-  Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tangung jawabnya dengan baik, yaitu
melakukan pengawasan atfas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank,
mengevaluasi dan menyetfujui rencana bisnis bank, kebijokan manajemen risiko serta
memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan fransaksi atau
kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.

k. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar
rencana bisnis PT BPR Central Artha dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip
kehati-hatian dan dilakukannya Tata Kelola perusahaan yang baik.

. Anggota Dewan Komisaris melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam
rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan ferkini
terkait  bidangkeuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan
tfanggungjawabnya.

m. Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan - kebijakan yang
telah disetujui;

n. Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris;

0. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan
keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS;

p. Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan
bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian yang selanjutnya diajukan untuk
memperoleh persetujuan RUPS;

g. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat Bank
yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara

fransparan dan konsisten.

4. Rapat Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan dan  mengkoordinasikan tugasnya Dewan Komisaris
dapat menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris. Frekuensi dan jumlah kehadiran Dewan

Komisaris pada tahun 2019 dapat dinformasikan sebagai berikut :

e ] Tt | e | oroiron
4

100% 4 100%

Sapto Liyantoro
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Risnawati Handayani 4 100% 4 100%

Keterangan :
RAKOM : Rapat / Pertemuan internal Dewan Komisaris
RAKOMDIR : Rapat / Pertemuan Dewan Komisaris bersama Direksi

5. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Sebagai bahan pertanggungjowaban pelaksanaan fugasnya di PT BPR Cenfral
Artha, Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis telah disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan sefiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah

disampaikan antara lain mengenai :

Perkembangan usaha perbankan;
Realisasi Rencana Bisnis Bank;

a
b

c. Kinerja bank;
d. Profil risiko bank;
e

Tingkat kesehatan bank.

C. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite

PT BPR Cenfral Artha per 31 Desember 2019 dengan modal inti sebesar Rp
27.222.143.507, sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola BPR, fidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko, modal
inti masih dibawah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar).

Namun demikian, pelaksanaan tugas/fungsi tersebut sebagian kecil telah dilakukan
oleh beberapa bagian/unit kerja fungsi remunerasi dan nominasi (kepala Divisi HRD), fungsi
pemantau risiko (Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan dan manajemen

risiko/Divisi Kepatuhan dan Menrisk) serta Fungsi Audit Internal (SKAI).

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan belum dituangkan dalam kebijakan khusus,

namun selama tahun 2019 di PT BPR Central Artha fidak terdapat transaksi yang
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mengandung benturan kepentingan. Terkait benturan kepentingan telah di atur dalam

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Direksi PT BPR Central Artha sebagai berikut :

1.

Benturan Kepentingan maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau
segala sesuatu yang dapat menghambat anggota direksi untuk bertindak independen
harus diungkapkan oleh anggota Direksi.

Dalam hal ferdapat benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, Direksi
harus mengutamakan kepentingan Bank, dengan mewakilkan kepada Direksi yang lain.
Pengungkapan benturan kepentingan dicantumkan dalam risalah rapat Direksi, paling
kurang mencakup nama Direksi yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok
benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Terkait dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi yang memiliki
benturan kepentingan diperkenankan untuk mengungkapkan ide dan pendapat, akan
tetapi fidak disertakan dalam pengambilan keputusan baik dalam musyawarah

maupun pengambilan suara terbanyak.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

PT BPR Central Artha senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank

terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan

yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi / melaksanakan peraturan yang berlaku.

1.

Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan, PT BPR Central Artha telah membentuk
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada bulan Januari 2018, selain felah
memiliki Pejobat Yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan
Direksi Nomor 205/SDM/CA/TGL/X1/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Penunjukan
Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Kepatuhan dilingkungan PT BPR Cenftral
Artha. Pedoman kerja yang mengafur tugas dan wewenang Pejabat Eksekutif
Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.

Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disetujui Otoritas Jasa
Keuangan pada 29 Desember 2017 dan di RUPS kan pada 20 Januari 2018.

Penerapan fungsi kepatuhan PT BPR Central Artha meliputi tindakan sebagai berikut :
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Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan
kegiatan usaha Bank.

Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.

Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang
dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Oforitas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang undangan yang berlaku; dan

Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank

Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan di PT BPR Cenfral Artha dilakukan secara independen karena

Pejabat Fungsi Kepatuhan tfidak merangkap jabatan. Dalam rangka melaksanakan fungsi

kepatuhan, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2019 :

1.
2.

Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;

Melakukan review/kajian agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan
usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menyediakan informasi yang akurat dan fepat waktu, antara lain dengan melakukan
regulation update terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank
yang diterbitkan oleh Oforitas Jasa Keuangan dan institusi pemerintah lainnya, dan
melaporkannya kepada Direksi serta mengedarkan nya melalui sosialisasi seluruh unit
kerja terkait;

Melakukan monitoring tferhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa
Keuangan;

Pelaksanaan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
dilakukan dengan melakukan Monitoring terhadap fransaksi keuangan tunai (LTKT)
maupun transakai keuangan mencurigakan (LTKM);

Memastikan pelaksanaan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh
nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga
pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
(APU-PPT) dapat berjalan dengan baik dan menjaga Bank terhindar dari pengenaan

sanksi;
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Pelaksanaan Pelatihan dan sosialisasi kepada unit bisnis dan unit operasional /
supporting untuk mengenali dan mencegah fransaksi Pencucian Uang;

Melakukan Pengkiniaon Data Nasabah dengan metode/strategi ketika nasabah
melakukan pembukaan rekening tambahan, tambahan fasilitas  pinjaman,
penggantian buku tabungan /dokumen produk bank lainnya, serta dihubungi melalui
media elekironik (telp/sms/WA);

Pengembangan atau peningkatan kompetensi staff yang dilakukan melalui pelatihan,
seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh internal, regulator maupun pihak

lainnya.

Penerapan Fungsi Audit Internal

PT BPR Central Artha melakukan pengawasan secara rufin,  efekdif,

berkesinambungan, dan sesuai dengan rencana audit (audit plan) yang telah disetujui oleh

Direktur Utama.

Pelaksanaan fungsi audit internal selama ini dilakukan oleh Satuan Kerja Audit

Internal (SKAI) yang berdasarkan struktur organisasi saat ini Pejabat Yang Menjalankan Fungsi

(PYMF) Audit ini dipimpin oleh seorang Ketua Divisi SKAI dalam struktur organisasi PT BPR

Central Artha yang secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Dalam menjalankan Fungsinya Pejabat fungsi Audit Internal berlandasarkan pada

Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank dan Pedoman Audit Intermal yang telah

ditetapkan Direksi dan Komisaris. SKAI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola

perusahaan yang baik, telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut :

1.

Membantu Direktur Utama melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada sebagian
besar unit kerja, kecukupan dan keefektifan system pengendalian internal. Selama
fahun 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan

Kantor Kas.

Realisasi audit internal dibandingkan dengan Rencana audit internal belum mencapai
100% waktu pelaksanaan yang seharusnya direncanakan, dikarenakan keterbatasan

petugas, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :
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Jenis Pemeriksaan

[ momEEy | mew | mes
Pemeriksaan Rutin Cabang 4 kali untuk 4 Kantor 4 kali untuk 4 Kantor
dan Kantor Kas Cabang dan 2 Kantor Kas ~ Cabang dan 2 Kantor Kas

Pemeriksaan Kantor Pusat 2 X 1x

2. Pelaksanaan tugas berpegang pada panduan audit internal, meliputi Bisnis, Supporting
danTl.

3. Pedoman kerja yang mengatur tugas dan tfanggung jawab serta wewenang Pejabat
Eksekutif Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

4. Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara independen.
Dalam Pedoman Audit Internal diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian
Satuan Kerja Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan
Komisaris.

6. Satuan Kerja Audit Internal telah didukung oleh personil yang menguasai di
bidangnya, meskipun masih perlu ditambah jumlah auditor mengingat banyaknya

objek yang diaudit.

SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris,

dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

G. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Dengan persetujuan RUPS, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar
di Oftoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Sodikin & Harijanto beralamat JI.

Pamularsih Raya 16 Semarang, Jawa Tengah.

Dan penunjukan serta legalitas perjanjian kerja telah sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya KAP Sodikin & Harijanto telah
memenuhi aspek-aspek yang ditentukan dan telah bekerja secara independen serta
memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana terfuang dalam

Perjanjian Kerja (engagement letter) KAP dengan Bank.
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Dengan keberadaan Audit Eksternal sesuai dengan fungsi dan tugasnya di sebuah
Bank, dan dari hasil laporan pelaksananaan kegiatan pemeriksaan akan dapat menjadi
sebuah informasi yang bermanfaat dan berguna untuk pihak manajemen guna melakukan

tindakan antara lain :

a. Sebagai dasar dilakukannya review atas laporan/ informasi Keuangan atau Entitas
pada Perusahaan.

b. Sebagaidasar dilakukannya evaluasi/ perbaikan terhadap kondisi kegiatan usaha yang
menyimpang dari aturan-aturan yang tfelah ditetapkan oleh pihak Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).

c. Dapat mengetahui potensi dan ancaman utama yang harus dihadapi oleh pihak
manajemen sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan perancangan
kebijagkan guna menghadapi ancaman tersebut dan tetap dapat menghasilkan

keuntungan serta menghindari efek buruk dari tantangan tersebut.

H. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Internal

Terhadap kondisi PT BPR Central Artha dengan Modal Infi sampai dengan akhir tahun
2019 berada di bawah 50.000.000.000,- (ima puluh milyar), pemenuhan struktur minimal
yang harus dipenuhi adalah dengan kompisisi antara lain dimana salah satu dari dua orang
Direksi ditunjuk untuk membawahkan fungsi Kepatuhan dengan dibantu oleh Pejabat
Eksekutif dalam pelaksanaan kerjonya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat

memberikan dampak yang positi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara
lain melakukan pengawasan dalam bentuk memberikan saran dan masukan serta
memastikan segala proses kegiatan yang sedang berlangsung telah sesuai dan

berjalan sesuai dengan ketentuan yang felah ditetapkan.

2. Fungsi Audit Internal Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan
pengawasan ternadap hasil dari kegiatan pekerjaan dan terhadap hasil pemeriksaan
unfuk dijadikan sebagai informasi kepada pihak manajemen agar dapat dilakukan

perbaikan.
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3. Fungsi Manajemen Resiko Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain
memberikan saran dan masukan serta penjelasan kepada pihak manajemen terhadap
resiko yang akan timbul terhadap kebijakan yang akan diterapkan dan memberikan
solusi bagamana mengelola resiko tersebut sehingga apa yang telah direncanakan

dapat tertap terlaksana dengan tidak mengabaikan resiko yang akan terjadi.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan
Rakyat, maka PT BPR Central Artha telah berupaya untuk menyediakan perangkat-
perangkat pelaksanaan berupa pedoman-pedoman pelaksanaan yang lebih komprehensif
termasuk metode indentifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pelaportan yang tentunya akan
memudahkan bank dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya risko yang dapat

menimbulkan kerugian bagi bank.

Modal inti PT BPR Central Artha tahun 2019 sebesar Rp 27.222.143 ribu, sehingga risiko
yang dikelola adalah 4 (empat) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan

dan risiko likuiditas.

PT BPR Cenftral Artha juga telah membuat kebijackan dan prosedur manajemen risiko
serta penunjukan pejabat eksekutif berdasarkan Keputusan Direksi PT BPR Cenfral Artha
Nomor : 205/SDM/CA/TGL/XI/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Penunjukan Pejabat
Eksekutif yang bertanggungjawab tferhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
dilingkungan PT BPR Central Artha.

I. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Untuk mematuhi ketentuan BMPK sebagaimana diatur dalam PBI No.
11/1 3/PBI/2009 dan SE Bl No. No.11/21/DKBU perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
Perkreditan Rakyaft, PT BPR Cenftral Artha telah melakukan hal sebagai berikut :

1. Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak
terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

2. Dalam sefiap proposal pembiayaan dan pencairan pembiayaan, posisi BMPK selalu
dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini

belum pernah melanggar BMPK.
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3. Secara teratur dan tepat waktu menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian
Kredit (BMPK) kepada Oftoritas Jasa Keuangan.

4. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait  diputuskan  secara
independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kelayakan

calon nasabah pihak terkait.

Selama tahun 2019 tidak terdapat penyaluran kredit yang melampaui batas
maksimum pemberian kredit (BMPK), jumlah nominatif kredit pihak terkait dan 25 (duapuluh
lima) debitur kredit terbesar pihak tidak terkait, posisi pada akhir tahun 2019, adalah sebagai
berikut :

Jumlah
16

Pihak Terkait RO 467.905 ribu
- Pihak Tidak Terkait 25 Rp  44.962.083 ribu

J. Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis Bank tahun 2019 disusun dalom rangka mengarahkan kegiatan
operasional bank yang sesuai dengan visi dan misi, PT BPR Cenfral Artha secara internal
menetapkan dan memperhatikan factor ekternal dan factor internal namun belum
mencakup sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (corporate values) yang

dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis, namun sudah memenuhi prinsip kehati-hatian.

Dengan cakupan yang komprehensif yang bertujuan sebagai sarana bank dalam
mengendalikan risiko strategis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal,
serfa merupakan salah satu acuan bagi pengawas bank dalam menyusun rencana

pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif.

K. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan
1. Kepemilikan saham Direksi pada PT BPR Central Artha dan/atau perusahaan lainnya.

Pada tahun 2019 seluruh anggota Direksi fidak terdapat kepemilikan saham anggota

Direksi baik di PT BPR Central Artha maupun di perusahaan lainnya.
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2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan
anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham PT BPR
Central Artha.

Pada tahun 2019 seluruh anggota Direksi tidak ferdapat hubungan keuangan
dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau

pemegang saham PT BPR Central Artha.

3. Kepemilikan sasham anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Central Artha, BPR lain

dan/atau perusahaan lainnya.

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2018, tanggal 24
Maret 2018, dengan Akta Notaris Nomor : 114 tanggal 27 Maret 2018 susunan Pemegang

KEPEMILIKAN SAHAM

Saham adalah sebagai berikut :

PEMEGANG SAHAM

I

1. Satrijo Purnomo Rp 2.500.000.000,- 25,00 %
2. Teddy Tanurahardja Rp 1.994.000.000,- 19.94 %
3. Edy Hartoko Hartono Rp 1.899.000.000,- 18,99 %
4. Muljani Wibowo Rp 1.424.000.000,- 14,24 %
Rp 1.424.000.000,- 14,24 %
Rp  759.000.000,- 7.59 %
Rp 10.000.000.000,- 100,00%

4. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan

anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham PT BPR

Central Artha.
HUBUNGAN KEUANGAN/
KEPEMILIKAN SAHAM
KELUARGA

7.59% di PT BPR Cenfral Artha, Tidak memiliki hubungan

Sapto Liyantoro ) )

e di PT Cenfral Maju Bersama 8,00% dan keuangan / keluarga
(Komisaris Utama) ) ) o

di PT BPR Pujon Jaya Makmur 30,00%. dengan komisaris lainnya

Risnawati Handayani

(Komisaris)
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5. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang
ditetapkan berdasarkan RUPS.

Yang dimaksud dengan paket/kebijckan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :

a. Remunerasi dalam bentuk non natura, jumlah keseluruhan gaji dan penghasilan tetap
lainnya, antara lain tunjongan (benefit), tantiem, kompensasi berbasis saham, dan
remunerasi bagi pengurus yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan

b. Fasilitas lain dalam bentuk yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain
perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat
dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Jumlah Pengurus PT BPR Central Artha yang menerima paket/kebijakan remunerasi
dalam satu tahun (2019) yang dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah

sebagai berikut :

JUMLAH RENUMERASI PER ORANG JUMLAH PENGURUS

| 2
- —
| -
- —

Rp 200 juta ke bawah - -

Uraian Kebijakan remunerasi bagi Direksi PT BPR Central Artha antara lain :

a. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Yaitu ditetapkan berdasarkan sejumlah
kriteria antara lain terdiri dari prestasi kerja individual, tingkat inflasi, kewajaran dengan
per group, kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sasaran dan strategi jangka panjang
Bank;
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b. Struktur remunerasi yang menunjukan jenis dan jumiah imbalan jangka pendek dan
jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi Yaitu meliputi tunjangan
bensin, sopir, felepon, servis kendaraan dan kesehatan;

c. Indikator kinerja untuk mengukur performance Direksi Antara lain terdiri dari pencapaian
target yang telah ditetfapkan dalam Rencana Bisnis Bank, hasil pemeriksaan internal

maupun eksternal, penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Paket/kebijaksanaan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi
yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaiji bagi Direksi, benefit bagi Direksi,
benefit lainnya antara lain tunjanagan hari raya (THR), cuti fahunan, tunjangan kesehatan

dan pinjoman.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama
2019 adalah sebagai berikut :

PENGURUS
JENIS REMUNERASI DAN

FASILITAS LAIN

2

1. Remunerasi (Gaji/Honor, Tunjangan rutin,

Rp 1.117.911

Tantiem, dan fasilitas lainnya dalam Rp 1.001.130

bentuk non-natura)

. Fasilitas lain dalam bentuk natura

(oerumahan, tfransportasi, asuransi

kesehatan dan lainnya) yang :

e Dapat dimiliki - - - R
o Tidak dapat dimiliki - - - _

6. Rasio gdiji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan

Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatuperjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-
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undangan, termasuk tunjongan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang felah dilakukannya.
b. Pegawai adalah pegawai tetap Perseroan sampai batas pelaksana.

Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji atau jumlah yang diterima per

bulan.

Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut diatas, rasio gaiji fertinggi dan terendah dalam

skala perbandingan persentase adalah sebagai berikut :

n JENSI RASIO TINGKAT RASIO

Rasio gaiji karyawan yang tertinggi dengan yang

terendah adalah

Rasio gaiji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,92:1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,04:1

Rasio gaiji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,52 :1

7. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, dan
tidak ada pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang menggunakan teknologi felekonferensi.

Topik atau materi rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019 .

Tanggal Materi Rapat

25 Januari 2019 Evaluasi Kinerja Triwulan IV 2018
11 April 2019 Evaluasi Kinerja Triwulan | 2019
11 Juli 2019 Evaluasi Kinerja Triwulan 1l 2019

04 November 2019 Evaluasi Kinerja Triwulan 11 2019

8. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)

Penyimpanan internal (infernal fraud) adalah penyimpanan atau kecurangan terkait

keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak
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tetap (honorer dan/atau oufsoursing) yang berupa perbandingan antara tahun laporan

dan tahun sebelumnya.

Pada sefiap aktivitas bisnis selalu terdapat potensi findakan kecurangan atau
penyimpangan (fraud).Tindakan dimaksud akan menyebabkan terjadinya kerugian dan
pada sisi yang lain serta berdampak pada reputasi Perusahaan, lebih-lebih apabila

dikaitkan bahwa Perusahaan merupakan perusahaan jasa perbankan.

Berkaitan dengan hal ini maka PT BPR Central Artha senantiasa melaksanakan

sosialisasi mengenai :

¢ Kesadaran akan Risiko Operasional
e  Penerapan Strategi Anti Fraud
e Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (whistle blowing)

e Tindakan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Kerja

Pada bagian lain, PT BPR Cenfral Artha juga dalam proses pembuatan mekanisme
penanganan whistle blowing. Dengan adanya pedoman dan mekanisme ini diharapkan

mampu menjadi alat mitigasi awal untuk mencegah terjadinya fraud.

Selama tahun 2019, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan baik oleh
pengurus, pegawai tetap, maupun oleh pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja
dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan secara

signifikan.

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Dewan Pegawai Pegawai tidak
Internal Fraud Direksi
Komisaris tetap

Total Fraud

Telah Diselesaikan

Dalam proses
penyelesaian internal bank
Belum diupayakan

penyelesaiannya
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Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Dewan Pegawai Pegawai tidak
Internal Fraud Direksi
Komisaris tetap tetap

Telah ditindaklanjuti

melalui proses hokum

9. Jumlah permasalahan hukum

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana

yang sedang dihadapi maupun yang felah diajukan melalui proses hukum.

Jumlah

Permasalahan Hukum

Telah selesai (felah mempunyaikekuatan hukum yang tetap) -
Dalam proses penyelesaian N I H I L
— 1

10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Selama periode tahun 2019, fidak terdapat suatu fransaksi yang mengandung
benturan kepentingan di PT BPR Central Artha :

Nama dan Nilai
Nama dan Jabatan Pihak

Jabatan Jenis Transaksi Keterangan
yang Memiliki Benturan

Pengambil | Transaksi (jutaan *)

Kepentingan
Keputusan Rupiah)

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

*) - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan

- menjelaskan keterkaitan antfara nama dan jabatan pihaok yang memiliki benturan

kepenfingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

11. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

T N N N N  — — N N A A N N N
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Selama periode tahun 2019, Perseroan tidak pernah memberikan dana untuk
kegiatan politik. Adapun pemberian dana unfuk kegiatan sosial jumlahnya relatif tidak

material yaitu sebesar Rp 53.306.200,-.
12. Hasil Self Assessment penerapan Tata Kelola

Pelaksanaan Tata Kelola Good Corporate Governance dialankan dengan
melakukan penilaian sendiri (selfassessment) dengan mempertimbangkan 3 (figa) aspek
yang terdiri dari:

1) governance structure, berupa penilaian kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola
Bank.

2) governance process, bertujuan untuk menilai efektifitas pelaksanaan GCG serta
governance oufcome bertujuan menilaikualitas hasil pelaksanaan.Penilaian atas
Governance Structure, sepertfi: Komposisi, jumlah, kompetensi Pengurus (Dewan

Komisaris dan Direksi) serta Satuan Kerja pengendalian internal telah tertatacukup baik.

Demikian juga infrastruktur seperti : kebijogkan dan prosedur, sistem informasi
manajemen maupun fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan  sesuai

denganketentuan.

Penilaian atas Governance Process, seperti : pengawasan Dewan Komisaris,
kewenangan dantanggung jowab Direksi, findak lanjut pemeriksaan, mekanisme
pelaksanaan rapat Pengurus, rekomendasi yang diberikan oleh SKAI, pelaksanaan Budaya
Kepatuhan, sistem pengendalian internal, peningkatan kwalitas SDM, mekanisme
penunjukan KAP, evaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, transparansi kondisi
keuangan dan non keuangan serta penyusunan Rencana Bisnis, telah dijalankan dengan

efektif dan cukup baik.

3) Peniladian atas Governance Outcome, seperti : perfanggungjaowaban kepada
Pemegang Saham melalui RUPS, akfivitas bisnis yang tidak melampaui kemampuan
permodalan, fidak terdapat pelanggaran BMPK, kepatuhan tferhadap ketentuan,

perlindungan konsumen serta kinerja Bank, telah dijalankan dengan cukup baik.

Berdasarkan hasil self assessment untuk tahun 2019 yang telah dijalankan maka
pelaksanaan Tata Kelola yang mencakup ketfiga aspek diatas, secara umum felah
dilaksanakan PT BPR Central Artha dengan nilai komposit 1,24 yaitu Sangat Baik.
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BAB IV
CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

A. Self Assesment

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran  Oforitas
Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi
Bank Perekreditan Rakyat, dalam rangka peningkatan kudlitas pelaksanaan
GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, PT BPR Central Artha
melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG
terhadap 11 aspek pada posisi bank per Desember 2019 dalam faktor- faktor sebagai
berikut :

—_

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris,
Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi,
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite,
Penanganan benturan kepentingan,

Penerapan fungsi kepatuhan,

Penerapan fungsi audit internal,

Penerapan fungsi audit eksternal,

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal (SPIN),

¥ o N o AW

Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit,

o

Rencana strategis Bank,

—_
—

. Transfaransi kondisi keuangan dan non keuangan.
B. Kesimpulan Umum

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai
berikut :
1. Pelaksanaan fugas dan tanggung jawalb Direksi
e Jumlah, komposisi, infegritas dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai
dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenunhi
ketentuan yang berlaku.,
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e Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara
independen,

e Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG,
berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor,

e Aspek fransparansi anggota Direksi sangat baik dan fidak pernah melanggar
ketentuan/perundangan yang berlaku,

e Peringkat 1,10 dengan nilai 0,24 predikat Sangat Baik.

2. Pelaksanaan tfugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

e Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai
dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenunhi
ketentuan yang berlaku,

e Sebelum menjalankan tugasnya seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus fit and
proper test dan diangkat melalui RUPS,

e Keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak saling memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai drajat kedua,

e Dewan Komisaris PT BPR Cenfral Artha tidak pernah tferlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran
Dasar dan Peraturan perundang-undangan,

e Aspek ftransparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan fidak pernah
melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku,

e Peringkat 1,11 dengan nilai 0,18 predikat Sangat Baik

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
e PT BPR Cenftral Artha belum berkewajiban membentuk komite manajemen risiko dan
satuan kerja manajemen risiko karena modal inti kurang dari Rp50 milyar, namun
sudah menunjuk pejabat eksekutif manajemen risiko,

e Peringkat 0,00 dengan nilai 0,00 predikat tidak ada

4. Penanganan benturan kepentingan
e Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan

yang sangat lengkap dan efektif,
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Belum pernah terjadi benturan kepentingan, jika terjadi akan diungkap dalam setiap
keputusan, dan dilengkapi dengan risalah rapat, dan diadministrasikan serta
terdokumentasi,

Belum terjadi Benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi
keuntungan Bank,

Peringkat 1,00 dengan nilai 0,11 predikat Sangat Baik.

5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank

Bank sudah ada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan sudah
menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi
kepatuhan,

Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan fidak pernah melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat,

Memiliki ketentuan infernal mengenai penerapan fungsi kepatuhan, namun belum
mencakup seluruh satuan kerja, dan masih dilakukan update/pengkinian,

Peringkat 1,44 dengan nilai 0,16 predikat Sangat Baik.

6. Penerapan fungsi audit internal

Pelaksanaan fungsi audit internal Bank telah berjalan efektif, pedoman internal sesuai
dengan standar minimum yang ditetapkan serta disetujui Direksi dan Dewan
Komisaris,

SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif,

Belum sepenuhnya melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar
pelaksanaan fungsi audit internal,

Terus melakukan menyempurnakan dan pengkinian pelaksanaan fungsi audit internal
sehingga terpenuhi secara memadai dan independen,

Belum adanya direkfur yang membawahkan fungsi kepatuhan, maka Tahun 2017
adanya pelaporan pelaksanaan audit infernal kepada Direktur Utama dan Dewan
Komisaris,

Peringkat 1,43 dengan nilai 0,16 predikat Sangat Baik.

7. Penerapan fungsi audit eksternal

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan

minimum yang ditetapkan dalam ketentuan,
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Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik,

Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah
memenuhi kriteria yang ditetapkan,

Penunjukan Audit Eksternal (KAP) dilakukan melalui RUPS,

Hasil audit dan manajemen letter disampaikan ke Bank fepat waktu,

Peringkat 1,00 dengan nilai 0,03 predikat Sangat Baik.

8. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sitem Pengendalian Internal (SPIN)

Tahun 2019 belum diwajibkan penerapan manajemen risiko, namun Bank berupaya
untuk menerapkan dan mengembangkan tools yang digunakan, mengevaluasi dan
memperbaiki sefiap kelemahan pada proses, maupun terhadap pengembangan
SDM sebagai kunci implementasi,

Peringkat 0,00 dengan nilai 0,00 predikat tidak ada.

9. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to dafe dan
lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar,
Tidak ada pelanggaran BMPK dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,
Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur
inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan,

Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak ferkait dan
penyediaan dana besar dilakukan secara independen,

Peringkat 1,00 dengan nilai 0,08 predikat Sangat Baik.

10. Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis tahun 2019 disusun dan disetujui Dewan Komisaris,

Penyusunan Rencana Bisnis tahun 2019 belum berkewajiban adanya rencana jangka
panjang, namun mempertimbangkan factor-faktor internal dan eksternal serta prinsip
kehati-hatian,

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan rencana bisnis,

Peringkat 1,00 dengan nilai 0,08 predikat Sangat Baik.

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan

pelaporan internall
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Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktuy,
lengkap, akurat, terkini dan utuh,

Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan
pengelolaan pengaduan nasabah dengan efekfif serta memelihara data dan
informasi pribadi nasabah secara memadai,

Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, terkini dan utuh, telah
disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku,
Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal BANK
mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan
handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen,

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja
implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK,

Peringkat 1,05 dengan nilai 0,09 predikat Sangat Baik.

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Central Artha

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PT BPR Central Artha periode

Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a.
o}

Nilai Komposisi GCG sebesar 1,14 dengan predikat Sangat Baik.

Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

I
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal 10,00% 0,00 0.0
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“ Aspek yang Dinilai Peringkat m
1,00 0,08

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan

: 7,50%
Debitur Besar (Large Eksposure)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank
7.50% 1,00 0,08
Laporan GCG dan laporan Internal
11 Rencana Strategis Bank 7,50% 1,05 0,09

Nilai Komposit 90,00% 1.14

Peringkat Komposit Sangat Baik

Predikat Komposit

Nilai Komposit Predikat Komposit
1.0 < Nilai Komposit < 1.8 Sangaft Baik
1.8 < Nilai komposit < 2.6 Baik
2.6 < Nilai Komposit < 3.4 Cukup Baik
3.4 < Nilai Komposit < 4.2 Kurang Baik
4.2 < Nilai Komposit < 5.0 Tidak Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

¢ Dengan disusunnya SOP Tata Kelola (GCG) PT BPR Cenftral Artha, Tata Kelola Bank
akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka Direksi dapat
melaksanakan tugas dan fanggung jawabnya secara efektif.

e Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Internal, Fungsi Audit eksternal akan berjalan
sesuai dengan Ketentuan GCG.

e Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat
beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank
dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank,
kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsi
audit infernal Bank, peningkatan sistem pengendalian internal Bank pada seluruh

jajaran organisasi.

e Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa

kultur GCG yang felah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham,
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manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan
perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank

semakin baik dari waktu ke waktu.
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BAB V
PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Central Artha Tahun 2019 yang mengacu
pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (businnes process) PT
BPR Central Artha selama 1 (satu) fahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh
Sumber Daya yang ada di PT BPR Cenftral Artha sehingga mengupayakan tidak terdapat

data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal.

Demikian kami sampaikan Penyusunan Laporan Tahunan Tata Kelola PT BPR Central
Artha tahun 2019. Pada dasarnya telah sesuai pada peraturan-perundangan yang berlaku
bagi perseroan. Laporan ini bersifat tidak mengikat namun dapat disesuaikan dengan
kebutuhan dan untuk mendukung peraturan perundangan yang ada. Apabila dipandang
perlu laporan ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang

terjadi.

T N N N N  — — N N A A N N N
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Laporan Peanilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR BPR CENTRAL ARTHA

Alamat BPR Jl. DR. Sutomo No.53 Kota Tegal
Posisi Laporan Desember , 2019

Modal Inti BPR Rp 27.245.390.000

Total Aset BPR Rp 303.786.608.000

Bobot BPR B
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Pelaksanaan ‘Tugas dan

) Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit RpSOM:

Jmmlah anggota Diteksi paling sedikit 3 (tiga) omang, dan

salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang darl Rp50 M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur|
yang memhawahkan fungsi kepatuhan

Dengan modal inti kurang dari RpSOM, menurut
perubahan anggaran dasar perusahaan Nomor AHU-
AH.01.03-0141254 tanggal 31 Mei 2017 jumlah
anggota direksi 2 (dua) orang, dan telah
pengangkatan direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan dilakukan pada bulan Januari 2018

2)

Seluruh  anggota Direksi  bertempat  tinggal  di
kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang
berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten
di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan
kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Keseluruhan anggota Direksi bertempat tinggal di
Provinsi yang sama di Jawa Tengah : Sdr. Ismiyanto
berdomisili di tempat kedudukan PT BPR Central
Artha yaitu di Kota Tegal dan Sdr. Maya Indra M di
Kabupaten Tegal

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai
politik atau organisasi kemasyarakatan).

Tidak terdapat anggota Direksi PT' BPR Central Artha
yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan
Non Bank dan/atau Lembaga lain

4)

Mayoritas anggota Dircksi tidak memiliki hubungan
keluarga atan semenda sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi danfatau anggota Dewan
Komisaris,

Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai drajat
kedua

5)

Dircksi tidak menggunakan penasihat perorangan
dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang
bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya
membutuhkan adanya konsultan; telah didasari olch
kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung
jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu
peketjaan, serta  biaya; dan perorangan dan/atau
penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang
memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus
dimaksud.

Dalam melakukan pekerjaannya Direksi tidak
melibatkan konsultan atau jasa profesional lainnya.

6)

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan
Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk
perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh
RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Seluruh anggota Direksi PT' BPR Central Artha telah
lulus fit and proper test sehingga dapat dikatakan
bahwa anggota dircksl memiliki
integritas,kompetensi, dan reputasi keuangan yang

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

memadai

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(8): 6 1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.50

Kelola (8): 50%




Peloksanann Tugas dan Tanggung Jowab Dircksi

B. Proges Pencrapan Tata Keloin %)

Kelola (85 40%

P piheksi omelshassakan fogas dan taogeung Jawabiys Erirekst melaksanaloan Qugas dan snggung jmeab sceam
secava indepeden dasn tidalic membecikan s indenendon dan fidak membesilom Wsma adonn
ibatkan pongaliban v
) srdnnchads dans Semnui Tepar andit das selomendnsi dord audft intern
staandseh ik
{ v
shinn hfon ’
At wakin v
1) abilan  keputusen  yapst Direlsi vang borsifst Kebijakan § keputusan yang dibnai oleh dimeloesi
dilkonkanr bordssirkan mausyawaish  ondaia, berdasarkan kepada hasil s
swayn (erhanyak delan bal Sdak oreapal musymvaral meladin suara wwrbanyak apabils tidek diemukan kats
mufakal, alon scsonat keleptuan yany bedonka depgenp Y sopkal
wencantumkan  disseniing  opinion jilr  terdapat
perbedian pendapai.

H siofdek pggguieies PR antuk kepodinga Selvahy 1 FE Y Canlst Aathis eaga
pribadi,  keluaoga,  danfaian pilak lain veng  dapat mempergunakasn remunerasi dan fasiliGes yang telab
megngilkan atan mengurang keantungan BPR, serta tidalk ditctapkan RUPS
mengambil danfatan menerina keunhmgan pribadi dari] v
BPR, selain aemuneaasi dan fasilitas Jsinnya yang
ditefapkan RUPS.

12} [Anpggota Diselosi membudayakan  pembelajaran seca Budaya belajar merupakan salah sain budays yang
herkelanjulan dalam rangka peninpkatan pengetalian dimitiki olels Diveksi P BPR Cential Artlas, kemanan dan
fentang  perbankan dan perkembangsn serking  terkait kemampuan untuk belajar dimiliki oleh Direksi yang
bidang lkcuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan ditniktilcan dengan pelatinan-pelatihan vang diileadi guna
tugas dan tanggung jawabuya pada schuuh fingkatan mengmbah pengetaliuan dan mengimplementasikan dalan
atau jenjang orpanisasi antara luin dengan peningkatan} v tugasnya termasuk kepada sclurah jenjang organisasi
keikattsertnan pegawal BPR dalam pendidikan/ pelatiban dalam rangka pengembangan kuaditas individa guon
dalam rangka pengembangan kualitas individa, meningkatkan prestasi dan mendorong tercapainya targel

perngaiaan ’

1) |Anggota Direksi s mengmplemeniasikan Dircksi berkompeten dalam pelaksanaan tugas dais
kospetensi yaog dimilikinys dalam pelaksansan tugas tanggung jawabnys, icrecrmin dalam kemampuan
dan langgung jawabnya, antwn lain pomshaman atas v mengimplkmentasikan RKAT 2018 schingga dapat tercapai
fetentuan mengenai pringip kelati-hatian,

14) |Direksi memiliki don melaksanakan pedoman dan fat Anggola Direksi (elah memiliki dan telah melaksanakan
wrtfh  keju anggota Diheksi yang paling  sedilit pedomean dan laia tertib kerja,etika keijewektu kerja den
mencantnkan clika kerjs, wakie kevje, don peratevani Y peraluran rapal.
spal,

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|ex3fdx

Hasil perkalinn uniok masing-masing Skalba Penerapan G 4 0 4]

Total nilai untuk schouh Skala Penerapan 10

Perhitungan rale-rata dengan dibagi jumlah pertanyann 195

(5 8 -

Dikali dengan bebot Strnkiwr <dan Infisstrukior Tats 0.50
s

1
i
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Pelaksanaan Tugas dan Tasggeng Jawab Direksi

C. Hasi! Pencrapan Fatn Kelola (H)

Diveksi memperiangrangiowabkan pelalsansan g
lepisseda pemeasng aaham mekaind RUPS

511y

Prinvlost

i1 sltiier

BIR R s 30 s Bndang

Seiiap talos Divekst ekal mesyembksr persaipggung

shanmya aias pelakennann faose divelead kopadn RUPR

ks Talnnnm

iy oy hail

epada pogawsl

PFy siesilovapa Prrekss ditusngian deisn s I Seinrud and sEpar bareion badd yang wrdapai disseriieg ;
iiod 4p, Veasgan DHik, B | GP YIS LG Windy G OETRAD BOTGRE Fapat dnn |
G o el . s e
4 dibmgtboen lepada selirsh Thped
18] iferdapat pesinghaian pengeinisann,  keabling,  don Forges Inba yang ditetspian dakan REZ abap 2010
Remmampuas sggoid Dieksi don schoad popiavat daban twivapai don beberapa permsasalabam yang dibadap oleh
pengeiolaan BPR yang diopjuldan aniam b dengun Husk dapa disclesathan desgan baile Halk ind dischablan
peningkatan Ripevjs BPR, ponyelesaian permaselshani ¥ kareun adanys peninghaing pengetaiian, keahlisn dan
yang  dibadapi BPR, daw pencapsian basil sesost kemappnian angpots diekes] don seluroh pegawal dalom
ckapeliant stakeholders. pengeiolann Bank
19y (i Direksf menysmpatkan Lapomn Peserapon Tats Kool
ey OHerifon dnes Nenparaan Tepnyrde 00,1 h Wl
dan 1 (salu) kentor media atan inajalah ok v menyampaikan kepada asosiasi BPR dan ksntoy medis
kenangan sesual Kelentyan. afau majalah ckonomi
Janlaiz jawaban pada Skala Vencrapan axlibx2iex3|dx4
Hasil perkation wntuk masing-masing Skala Pencrapan o o o
&
‘T'otal nilai untulk seluruh Skalz Penerapan 3
Perhitungan mta-rata dengan dibagi jumiah perlanyaan
.5 ’ i
(s): 5
Dikal dengar bobet Shukiur dan Infrastrakiur Tasa 0.10
Kelola (5): 10% >
Pepjumlshan S+ 1P+ 11 1,10

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Paktos |

0,22




2 |Peleksannan Tuges dan Tapggung Juwab Dewan Koemisaris

A. Strulitur dap Infrastrultur Tata Kelola (8)

BPR deagen modal at] pellog sedid6 BpB0 WG Jushs)

Anpgoin Deean Komisavia paling sedikit 3 (fpal ovang,

BEE A

Jurnkaby

2 fihwa)

a] it sy diad RpSOM mesund

prerihaban angenva daser perasslaan Nowor AN

Bei 2017 jupab mgg

g skl
RUPE vang  meoets
perpanjangan mass jabalan angeots Dovan Komisards
diakukan sehebpn bhorakhiroys m

asa jubatan.

flios B and propnn s dan <

4y pPaling sedikit 3 (sain)  anggotn Dewan Komisari Sudah sesuat dengan keteninu, {saiu)ormg Dordomnisi |
bBertempat  unggal  di provinsi yeng sama afan di dadam saiu provinsi di Koia Tegal dimana Jokasi Kanor
kotafkabupaten  padia provinsi Ilnin yang  berbatasan Fusal Bank berada, sedanglan 1{satu] corang berdomisili
laniguung dengan psovinst lokasi Kantor Pusat BRR. di daven Timuor

Sy PR memilikd Romisards Independen: Sesuai peiunsjuk pengisian Penerapan Tata Kelola 13PR
A Ustuk BPR deongan modal intl paling sedikit lampiran { 88 No.5fSEGJK.03/ 2016, uniuk pertanynan
RpB0.0G0O.000.000,00 {defapan puink milyar rupiah) dengan maodal il <50 M Dol ada kewajiban wiluk
pating sedikit 50% (lima puiuh persen} dari jumlah memiliki Komisnis Independen
anggoin Dewan Komisaris adalah Komisaris [ndependen.

b. Untak BPR dengan modal iatl paling sedikit

Rp50.000,000.000,00 (Hma pulvh milyar suplah) dan v

kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh

milysy rupiah), paling sedikil safu anggola Dewan

Komisaris mermpakan Komisaris Independen,

G) wan Konisaris memiliki pedoman dan ta1a 1ertily Kerja Dewan Kemisaris memilild Pedemean dan Tata Tertib Kerja
asulk pengatiran clika kexja, wokiu kerje, dan rapat. iermasuk pengatian Bika Kegin, Wakto Kegja, dan Rapar
pada

7] (Dewan  Komisaris  didak mersngkap  jabatan  schagai Salah satu anggota Dewon Komisaris 171" BER Centiml
anggota Dewan Komisavis pada lebih dari 2 (daa) BPR Artha ada yang mecangkap jabatan sebagai anggota Dovan
atau BPRS Iainnya, atan sebagai Direksi aton pejabat Komisaris BPR lainnya, yvakni : Sdr Sapto Livantoro vang
eksehutif pals BPR, BPRS danfatan Bank Ui, werangiagp menjadi anggota Powan Komisaris di 21 BPR

Puion.cdaga, Makmog Kabonalens Malans 2oovinsiawa

& [Mayoritas  anggota  Dewan  Komisaris  tidak  memidiki Keseluraban anggota Dowan Kosisaris dan anggota
hubungan keluarga atan semenda smnpai dengan derajat Direksi tidak saling memiliki inbungan keluarga atax
kedun dengan sesama anggotn Dewan Komisaris ataa semenda sampai drajat kedua
Direksi.

49} |Beluruly Komigaris dependen lidak ada yang memiliki PT BPR Cenftrad Artha helum berkewajiban memiiiki
hubungan kewangan, kepenrgurusan, kepemilikan saham Komisaris Independen dikarenakan modal inti T BPR
danfatau hubungan kehiarga dengan anggotr Dowan Centrat Artha masih sehesar Rp 27 M <Rp 50 M
Komisaris  Iain, Direkst dan/aiau  pemegang  sabam
pengendali atau bubungan  lain yang  dapat
wempengarahi Kemmmpuaniya ik Bortindak
ind ependen.

Jumiah jawaban, pada Skala Pencerapoan bx2iexn3
Hasil perkatianz wrioomasing-masing Skala Pozesspan 9 0

Total nilai untok scluruh Skala Fencragan

Perhitungan rataosia dengan dibagi jumlah perlanyaom
{30

Dikaii dengan bobot Struktur dan Inftastraktur Tata
Kelols (S): 30%




Pelaksanaan Tages dan Tanggi

ng Jaweh Dewan Komlsaris
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Dewan Komisards  iclah  melahsanakan  pengawnsen
ferbadan pelakasnaan fhgas dan swmgonsag awab serts

nimw ian

hnvan Komissris telabh moelaksanakan fugas dan tangpung,
oAt
reeon

el

At Dewan lomnisasis andnb mmhoriknn

i dmir pasehay secars wrtabis, Dokomen yang
s by nead .

v o it ' i b :
(ISR RO IRANY LESH
HETETIE sedit
v

1A} KOs gisanialan PHAavaD hoasmar P PR Coniral Aatha adak
leeputanan keginten . 3 dntany lit st frlan sithh Wy it
peayediasn, dana kepada pibak terkait sebagnimana operasional Bank, keouall yang telah dilentukan ojeh
dintwyr duelam keioptoan  mengena  batas  maksimann v Anpgarn Besar dan Poatrsp erundong-undangan
pemberian lovdit BPR don bal-hal lain yang ditctapkan
datam poraturas pentndangas BETET)Y rarpka
melslosomion fungel pongawansn,

13) iDewan Komisaris  memastikan babwa Direksi Dewnn komisaris melabid Baternat Audat melahukan
menindoldonjut wmean audit indern, audit chstern, basil pomantanan tindalk nnjat Divelal Moesjomoen torbngd
pengawasan Oteritas Jasa Kevavgan, danfalau hasi) hasil pemeriksann dan erdapast lemuan yang bare
prigawasan cioniag lainmya antan Iain dengan meminia| ¥ ditindaklanjuii pada tahun 2017 okl Manajunen
Divelsi wrtok menyampaikan dokumen  hasit dndak
lanjut lemuan.

1) jDewan Komisaris menyedinkan waldu yang exnkup untuk Dewan Kewmwisaris selala bisa menyedinkan wakin dan
melaksanakan  tugas dan wogguog  fewabnys  secara kesempaian untuk melaksanakan fugas dan
optimal dan menyelenggarakan Rapat Dowan Komisaris v fangpungjnwvabnys: schingga sapat Dowan Komisaris
pating sedildt 1 (sat) kali dalas 3 bulan yang diliading berjalan sesuai dengan agenda dan disclenggavalan
oleh sciurnh anggota Dewan Komisaris. minimal empay Kali dalam sehbun

135} |Pengambilan keputusan rapat Dewsn Komdsaris  yang) Jika terjadi parbedaan pendagat tidak pesnaly terjadi
Bersifal  sirategis telah dilakukan  berdasarkan Dissenting Opinions, selama jni apathila {erjadi perbedann
musyawarall mifokal alan svam lerbanyak dalam bai pendapat disclesaiian dengsn cara musyawarals untok
tdale  temcapai musyawaral: mufskal,  alaun scsuai v mufakat
ketentusn yang berlakn dengan seencantamkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

16) {Anggoin Dewan Komisaris tidak memanfaatkan $3PR Seinrnh anggoeia Dewan Komisaris #1° BIPR Central Artha
antnk kepentingan  pribadd, Reluarga, danfatan pibak hanya mempergunakan remunerasi dan tasilitas
tnin yang merngikan atan mengurangt keuniungan BPR, telah ditetapkan RUPS
serta tilak mengambil danfalau menerima keuntungan v
pribadi dari BPR, sclain remunerasi dan fasilifas lainnya
yang ditetapkan RUPS,

17) jAnggota  Dewan  Homisaris  melakukan  pomaniaoan Sudaly sepernibnys menghasilkan, dokumentasi hasil
ferhadap luporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemaniauan Dewen Eomismis tehadap tugas dan
anggota Dircksi yang moembawahkan fungsi kepatuban tapgung jawab Dircksi yang membawali foegsi
yeng rcincsiukee tidaic aojul Dieks, v bepuiulme, da bledabn adu snggots Diceksd yuog

membawahkan fungsi kepatezhan di bulan Januari 2018
Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan. axl|lbx2lex3jdx4
Hasil perkalinn uniuk masing-rasing Skala Peacrapan 7 2 4] ]
Toiad pilai uniuk scluwrieh Slala Penerapan
Perbitungan ralazrala dengan dibagi jumlsh pertanyann
5r 8
Dikali dengan bobot Souktur don Infastrulitur 0.45
Kelols (8} A0% v

C, Hasil Penerapan Tata Kelola ()

18] [Hasil vapat Dewan Komisaris dituangkan dalas visaleh Belurul hasi rapat Dewan Komisaris baik yang ferdapai
rapat <an  didokumendasikan  dengan baik dan  jelas, dissenling opinions mauvpun tidak telah dibuatkan
lermasuie dissenting opinions yang tevjedi jika terdapa| notalen rapatl dan dibagikan hepade sehirab anggota
perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada selurab Dewan Komisaris serta disclesnikon secarn mmsyawaraih
anggola Dewsanr Komisaris, dan mufikat

______ Jumiah jawaban pada Skala Penerapan axl{bx2ficx3{dxdlexs

Hasil perkalian nnok masing-masing Skala Penerapan ; 0 0 0 o
Tetal pilai uniak selueuh Skala Peneranan 1
Perhitungan rata-rata depgan dibagi jumlah pertanynan

, 1,00
)1
Dikali dengan bobot Straktur dan infrastrakiur Tala 610
Kelola (8): 10% ’
Penjumlaban 8 + 174 1 1,11

Teslial T i1 Fakilon




Kelenghkapan dan Pelaksanagn Tugns atan Fungsi Kemlte

A, Birukivy dan nfrestraiotar Tutn Keloln (B)

1

PR telah mamiliki Komite Andit dan Komie Pemsnian

Rigiko denpsn anguoein Komile srsnai keteninan

g Shaln Poncrpen

[$ RS0

den hoboei Hendonr din Bdrasivaii

inesishs {0

Prilak

ven Penorapan Tata Kelols (7}

Kosnite Audit welakukan evehizsi derhadap penerapon
fungsi aundii intorn,

Pazsad 44

Komile Pemantau Risiko melshukan cvaluasi wabadap
poeneyapst fungs manajenes risike,

Pasal 43

Dewan  Kemisaris  memastikan
dibentnk menjalankan tugasnya

Lrhwa  Komiie  yang
v elektf antara Inin

feialy desaeit dengan pedoman dan 1ata fectih kevis

Pagal 32

Jumlah jawaban pada Skalk Penerapan

axi

bhx2

[ :’;

Hasil perlalian untak masing-masing Skada Pencrapan

Toinl nilai unink selurul Skala Pencrapan

4

Perhitungan ratz-ratz dengan didagl juasslad, pertanyann
(8): a

0,00

Dikali dengan bobot Strukiur dan Infrastoking Tala
Heloln (85): 40%

0,60

C. Hasll Pencrapan Tata Keloln {H)

5

Komile memberikan rekomendasi tevkait penerapan audit
internz dan [oigsi moadajemen nisiko  kepada Dowan
Komisaris untuk tindak lanfut kepada Divelesi BPR.

Pasal 44,45, dan 47

Jumlah jawaban pada Skala Pencerapan

ax]

b2

dx4

Hasil perkalian untuk masing-asing Skala Pencrapan

Q

Total nilai untuk sehuuh Skala Pencrapan

)

Perhitungon rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

0,00

Dikali dengan Dobot Suuktue Gan  Infrastrukiar Tata
Relola (8): 10%

0,00

Penjumlahan S + 17+ 1

0,00

Total Penilnian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faklor 3

0,00
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“Slkatn Pen

rapan ;

Penanganen Beanturan Kepentingan

A. Strultur dan Infrastywkiuy Tate Keloln (B)

1

B memiliki
penvelessingn

kehijnkan,
e
iy peng

sintem doan prosedyur
hembumn kepentingsn yanp

3}

v

BPR memibld kebijelamn mengensi benturas aamun masil

{evhatns pada Phatan mngkap pegawst

Pt eingng

L E]

Dikali denpan bolwt Stk
Felols (S ]

0,50

¥. Proses Pencrapee Tata Helols [B)

Dalam hal terjadi bentuan kepeniiogsn, anggota Dowan
spgobn Direksy, dan Pejabal Bloeekott ddak

Frissy

BIPR secmw optima] berusahia untuk menjalankan

Lehijlean dan sisduy ssengensd bonturssn kepertingan ik

mengambil  thxdakan  yeng  dapat  merugikan als (erjadi benturan kepeniingun
amengurangl kennfuogan BPR, A
i andiiig
Jutnlah jmvaban pada Skala Pencrapan axllbx2|oexdldxdiexd
Hagil perkalizn uniuk masing-masing Skala Penerapan

! § # ! 1| ofol oo
T'otnl nilai untuk scluroh Skala Pencrapan 1
Perlitungan rata-rats dengan dibagh jonlah pertanyasn

5 1,00

B

iodengan hohal Straktar dan nfmstakiney Tata

N, 0,4
Kelola {8): 40%
C. Hasil Penerapan Tatu Kelola (H}
a)  [Bentuzan kepentingan yang dapat merogikan BPR atau BPPR belum terdapat benhnan kepentingan
menpgurangt keunfungan BPR diungkapkan dalam sctiap
kepatusan dan felah fedolauneniasi dengan baik, v
Jumiah jawaban pada Skals Pencrapan, axlibx2iexd
Hasil peckalian untuk masing-masing Skala Pencrapan ] N o
8 v

3

‘Total nilai untulk seluruh Skela Pencrapan
Perhifungan rata-rata dengan dibagi jumlab pertanysan

o . 0,10
()3
Dikali dengan bobot Stuukiur dan Infiastrukiur Tata 1.00
Kelola (3): 10% '
Pesijumlahan & + 1P + 1 1,00
Total Peailaian Fakior 4 Dikalikan dengan bobot Faklor 4 010




Fenerapan Fungst Hepatulan

A Buenlstwr dan Infrastrulceny Tata Kelols (8)

1} |BPR dengan modnal bntl peling sedikit i danuagt 2008 felah wrbentuk Divektur yang
ReS0.000.000.000,00 (Homnr pulah milvar vaninbl memlmnaaiicm Bmesi kepainbam gt steakdoe oreanisss
Anggota Direksi yang membawahion fupgsi kepatohan
bl ¢ vt
a. fdak meranghap sehaga D
. widak mbiawab ket bidang
FER Gugmn modsl bl korang duarl
ettty GO, (i pulinb sl

thibezan Dan

2y (Anggota Dinekst yong mombawabkan fangsh kepatubsr 3t Janua 2038 telah ferhentak Divektur yang
memahand peraturan Otord Jusa o Kewangon dan me b i) fiigsl Repaiohan dakbun rangios
peraluran porindang-undoos Edn yang hevkastan]| mamabani dan mendalani kelentusn perundangan yang
dengan porbankan. iehails vinel dittughkal pelaksansan meogenad Masgeoen

Risiko dan Fungst Repatubum

) PR deugan madal Iat paliing sedikit dessgatas mmodad doll Kueany dud RpS0 W, P BPR Qeslaad At
RBp30.060.000.000,00 {lizan puluh milyer ruplah)s
Pelaksanaan  Dingsi  kepatuhan  dilddoskanr  dengon
membesink satuan kerjn kepaiulinn yang independen
terhaday saluan kejs atan fungsi operasional.

BPR. dengan modal it Lurpng darl|
RpS0.000.000.000,00 {Hma puluh milyar rupiahk
Pelaksannan  fuogsi Repatuban dialulan dengan
mepunjuk  Pejabat Bksekof yang mensngani fungss
Repusbubon ndepeaslen ihiadey salunn kega siso fngss
operasional.

4y {Satuan kerga kepatuhan atau Pejabat Blseladif yang Satuan kegja kepatuhan menyusun namuan belum
menangani  fungsi  kepmiuban menyusun  danfatau sepemhinys mengkindlian pedomean kegja dan sisdur
mengkinikan  pedoman  keja,  sistem, dan prosedur v kepatuhan, masih melibatkan unit kegja lain karena masih
kepatuhan, daknn masa wansisi, mengkinikan pedoman kegja namun

hefum selurahnya

) [BPR memilki ketentuan  iotern mengenai  fugus, Telah memilild ketentuan internal yang mencakup fugas,
wowenang, dan ianggung  jawab  bagi sawman ko woewenang dan tanggoig jawab bagi Pejabat Bisckuodl
kepatuhan atan Pejabal Bksekntil yang menangani fungsi| v ang menamgani fungsi kepatuhan
kepatuhan.

Jumniah jawaban pada Skala Penerapan ax1llbx2iex3|dxA
Hasii perkalian untuk masing-masing Skala | A

4 2 0 4]
Total nilai untuk selurnh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jomlabh pertanyaan .
): 5 1,20
Dikali dengan bobol Strukiur dan Infrastrekier Tala 0.60
lKelola (5): 50% '




Pencrapan Fungsi Kepatuhan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P}

o

Angpots Diwksi yang meombawahicns fungst kepatihan
menetanksy langkah-danpkah
agtilan BPR wlsh

vang  diperiokan ok

memenuhi welrnh pemmiinsn

[R2E30)

i Jarusd 2018 telah ada anggots Diveked yang

membawahkan finpsi kepatnhian, sehinpes mene
tangkab-langkah vang dipeylekan onngdomonastilsn
1 BT Y

splean

ai5 deddy

U penyam laporsn ki v seharih porahunn ndokumeniasi dongan
dasa Kepanpan don otoritas fainnye el i CEUVER CIRREE
H
anindc mendorng ercint sefiruh pegne i
EITIS T F I S S HITY 3 stk d e ianthai dinigan witb g i
dibaliordtsen e o (e v dan
helina dendokuomais

) (hnggots Dhiredsi poeng membawabhan Aodgsi kepatuhan seluruh komitpresn aias emusn GJE sudah ditindalkbanjuii
mentanian dapy menjags kepntuhan BPR O terhadap
sedurnh komitmen yang dibunt oleh BPR kepada Qo
REES Ko feripasuk mckakukan fippdiaken
pencegalian apabila terdapal  kebijpken  danfatang v
kepulusan Diveksi BPR yang menyimpang dand Jetentuan
Otoritas  Jass  Kevangsn  dad peratecan perandang-
undangan.

9)  [Sstom: kega kepatuban atau Pejabat Bksekutif yang Pejalral Bkseholf yang menangani fongs kepatolam,
menangani fuagsi kepatuhan memastikan babwa selurah sudal mulad memsastikan schoub ketetuan, proseduy
hebijakan,  Hetentuan,  sistesm,  dan proseduy,  serla dan kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan
kegintan, useba yang dilakukan BPR telah sesuai dengan v CJR, fexcermin dari dokumen yang dibasilkan wntuk
ketentuan  Otoritas  Jasa Kewangan  dan peraturan satnan kerja fain
perandang-undangan.

1) (Samman kerja kepatvhen aten Pejabat Ekseloatif yang Sudah beberapa Tebijakan dan sisduy yang telah
menangani fungsi kepstulian melakakan revin danfatan dilakukan review danfatan peogkinian kcetenluan yang
menckomendasikan  pengkinian  dan  penyempurnasn dilakokan satuan kevje yang wembawahl Fangsi
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang v Kepatuhan
dimiliki oleh BPR agar sesuad denpan. ketentuan Ooritas
Jasa Kenangan dan peraturan perundang-undangun.

Jumlah jowaban pada Skals Pencrapan nxlibx2{ex3|dxAq

Hasil perkatian untul masing-masing Skala Penerapan 2 G QO Q

Total nilad wntuk sclaruh Skala Pencrapan 8

Perhitungan ralz-raia dengan dibagi jumiah pertanyaan .
. 1,650

[ HR+ ’

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastsukinr Taga .64

Keloda (8): 40% ’

C. Hasll Penerapan Tata Helols (H)

11} [BFR berhasil menuranken tingkat pelanggama ferhadap Sesuai hagil pemeriksaan OJK, tingkat pelanggparan dapat
ketentuan, v diturunkan namun belum optimal

i3 (Anggota Direksi yang moembawaiitan fengsl Repainhen Tabnn 2018 siwinh oda Direksi ynng membawaiion
menyampailian laporan pelaksanaan tuges dan tanggung fungsi kepatuhan sehinggn laporan pelaksanaan tugay
jawab scemm berkaln kepada Dircktur Utama dengan. dan langgoug jawabnya Direktur (Hama.
tembusan kepada Dewan Komisaris, Daliss hal anggotal
Direksi yang mambswabkan fingsi kepatuhan adalah
Piveltur Uama, lsporan disampaikan kepada Dewan
Komisaris,

13) (Anggola Direksi yong membawalikan Fungsi Kepatuhan Tabhon 2018 iclah 1erbentuk Dircksi yang membawahkan
meyampaikan Japoran  khusus kepada Oloritas Jasa fungsi kepatulizm, tetaps Belom ada penyampaian laporan
Keuangan apabila terdapat kebijokan alau keputusan khusus kepada OJE mengenai kebijalan atau keputusan
Dircksi yang menyingang dard pesaturan Otoritas Jase v Dirckst yang menyimpang dad peraturan QI dan aian
Kenangan i f atan poraturan pernndang-undangan la persturan Pernadang-undangan ninnya
sesuai kelenfuan Otoritas Jasa Kenanpgan.

Julah jawaban pada Skals Penerapan axlibx2iexd

Hasil gerkalion unluk masing-masing Skala Pencrapan ; A o

Total nilai untuld selurah Skala Pepcrapan o

Perhitungan mata-rsta denpgan dibagi jumlab pertanynan .
ol 1,67

(5): 3 ’

Dikali dengan bBobol Straktur dan  Infrastrokiur Tata a7

Kelola (8] 10% 4

Penjumlaban § + P+ H 1,41

Total Penilaian Pakior & Dikalikan dengan bobot Pakior 5




Kriteria/Indikator

alg)

Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1) [|BPR dengan modal inti paling sedikit Dengan modal kurang dari Rp 50M, Direksi melakukan
Rp50.000.000.000,00 (lima puloh milyar rupiah): koordinasi dengan wnit fangai andit internal khnsnsnya
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). berkaitan dengan bidang kepatuhan yaitu dengan
BPR dengan modal Intl kurang darl menerima hasil pemeriksaan audit internal
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksckutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi andit intern

2) |SKAl atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab PT BPR Central Artha telah memiliki pedoman kerja
terhadap pelaksanasan fungsi audit intern telah memiliki pelaksanaan audit internal sesuai peraturan perundang
dan mengkinikan pedoman kerja serla sistem dan undangan dan disetujui Dircksi dan Dewan Komisaris
prosedur antak wnelakssnakan tugas bagl anditor fiitemn
sesuai  peraturan  perundang-undangan dan  telah
disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

3) |SKAI atau Pejabat Ekseckutif yang bertanggung jawab Unit kerja SKAI telah bekerja secara independen dan
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen berpedoman pada pedoman pelaksanaan audit internal
terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait|
dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

4)  [BKAl atau Pejabat Bksekutifl yang bertanggung jawab unit kerja SKAI dalam pelaksanaan fungsi audit internal
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung bertanggung jawab kepada Direktur Utama
jawab langsung kepada Direktur Utama.

5) |BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan| BPR telah memiliki program rekruitmen dan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit pengembangan SDM secara umum dan untuk fungsi audit
intern, intern belum sepenuhnya terlaksana.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

1,20
(8): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 466
Kelola (S): 50% i

B. Proses P pan Tata Kelola (P)

6) |BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pencrapan fungsi audit internal sudah sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh pedoman audit internal pada seluruh aspek dan unsur
BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang sccara kegiatan
langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan
BPR dan masyarakat.

7) [BPR  dengan modal  inti paling  sedikit bank belum sepenuhnya melakukan kaji ulang atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji internal
ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas
kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit|
intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang
mungkin dilakukan,

8) |Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) terus melakukan menyempurnakan dan pengkinian
dilaksanakan secara memadai dan independen yang pelaksanaan fungsi audit internal sehingga terpenuhi
mencakup persinpan audit, penyusunan program audit, secara memadai dan independen
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit.

9) |BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan BPR terus melakukan upaya peningkatan kompetensi bagi
sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan SDM secara berkala dan berkelanjutan
terkait dengan penerapan fungsi audit intern,

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|

1,75
(8): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.70
Kelola (S): 40% ’




Penerapan Fungsk Andic Intern B

C. Hasll Pencrapan Tata Kelola (i}

10)

SHAD miag Pejabatl Bhsokail yang
fevhadan
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BER deagna seadat joti pating gediihl
Rp&EC000.000, OG(} G0 {Boma puluh milyer ruphab):

BPR i Dl kgl wdnog oleh pilisk
chsiern kepada Oioritas Jasa Keuangsn sesuad ketentunn
(Hositas Jasa Keoangan.

¥ Fagw

B fednh melsk

B pelaporen huasil :
pibak ckaiern (lw\ 1 kepada OJK sesual keleniesn ()Ji\

BER deiggan srodul Bty paling sedikit

Rpi0.000.000.000,00 {fime pulub oriyar rapiah):
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BPR dengan modat lati harang darl
Rp50,000.000.000,00 (ihna pulub weilyny rupinhy:

BPR menyampaileny  lapoan pengangkatan alan
pemberhentian Pejabat Eksekutil yang bertanggung jawab
ferhadap pelaksanaan fangsi audit intern kepada Gleritas
Jasa  Kenangsn  sesual  kelentnan  Olorilas Jasal
Keuangan.

3P weinh menymmpnikas Jhpornm Penganghatan Pejabat
Ehsclatif Fangsi Andit hiern kepada OJN sesuai
ketontaan G

Jumlah jowaban pada Skals Penerapan

EER

Iy %2

X3

dxA

Hasit perkation untuk masing-masing Skala Pencrapan

Tolal nilai untuk seinyul Skala Peneiagpan 5

Perhitungan rata-ratz dengen dibagi jumial pertanyaan -
o i ’ L2

s): 4

Dikali dengan hobot Strukivr dan Infrastrakiue Tata 0.13

Kelola (8): 10% .

Uengtuniahan 56 2 o 1,743

Total Penilainn Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faldor 6

0,14




No| : Kriteria/Indikator BB | B | CcB| KB | TB . Keterangan
i i Ao @ S Il I g 4 |6 :
7 |Penerapan Fungsi Audit Ektern
A. Btruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)
1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor BPR telah menugaskan KAP sesuai ketentuan OJK
Alknntan Puhlik (KAP) memennhi aspek-aspek legalitas
petjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional|
akuntan publik, dan komunikasi antara Oftoritas Jasa
Keuangan dengan KAP dimaksud.
Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan ax1ljbx2|¢x3|dxajexd
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan i o 8 o o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan e - - i
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanvaan
S 1 > 1,00
i Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata N . 0.50 S ]
Kelola (S): 50% v
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR BPR telah menunjuk Akuntan Publik sesuai ketentuan
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdafiar di POJK, dengan melalui RUPS
Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan|
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3) |BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management BFR telah melaporkan hasil audit KAP ke OJK
Letter kepada Otoritas Jasa Kenangan. v
2 Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan ax1|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
2 0 0 0 [¢]
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
1,00
(8): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.40
Kelola (S): 40% '
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
4) |Hasil audit dan Management Lefter telah menggambarkan Hasil audit dan manajemen letter disampaikan ke BPR
permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat wakitu tepat waktu
kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. ¥
5) [Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan rang Cakupan hasil audit intern telah sesuai POJK
lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan|
Otoritas Jasa Keuangan,
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1|bx2|ex3|dx4|exS
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 & o & &
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
1,00
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastmktur Tata 0.10
Kelola (S): 10% ’
Penjumlahan S + P+ H 1,00

‘Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7

0,03




No|

 Kelteria/Indikator

8‘ P éapanM

aj Risiko termasuk Blltem-

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1)

BPR dengan modal inti sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan pninh milyar rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit
RpS50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang darl Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah):

BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang
Rp50.000.000.000,00 (ima puluh milyar ruplah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang
bertanggung  jawab  terhadap  penerapan  fungsi
Manajemen Risiko.

BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko

wengenui pengeloluan risiko yaug melekal pada produk
dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

2) |BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3) [BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

d x4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
83

Dikali dengan hobhot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (5): 50%




Skala Penerapan

No  Kriteria/Indikator 8B | B | cB [ kB [ TB Keterangan
; : : : : iy § 2 3 1 4 5 3
8 |Penerapan Manajemen Risiko termasuk Bistem

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)  |Dircksi : BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko
A menynann  kebijakan  dan pedoman  penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi  yang
memerlukan persetujuan Direksi.

5) |Dewan Komisaris : BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen
Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Bire
yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan
persetujuan Dewan Komisaris,

6) |BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh
faktor Risiko yang bersifat material.

7) |BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko
menyeluruh.

&) |DPR mneneiapkan inandjenien visiko alas selivol visiko DPR Lielin sepenulinys menerapkan manajemnen resiko
yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasal
Keuangan.

9) [BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko
sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan
data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

10) |Direksi telah  melakukan pengembangan  budaya) BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko
manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan
peningkatan  kompetensi SDM  antara lain  melalui
pelatihan  dan/atau  sosialisasi mengenai manajemen
risiko.
Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan ax1|bx2fcx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk ing-masing Skala P

per untuk masing-masing ‘enerapan o 0 o o 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 0,00
(5):7 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.00
Kelola (S): 10% A

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) [BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko
(ika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Kenangan.

12) |BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Kenangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|[bx2flcx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 0 ] 0 (8]
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
i 0,00

(8): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.00
Kelola (S): 10% :
Penjumlahan S + P + H 0,50

Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8

0,05




No|

 Kriteria/Indikator

9 |Batas Maks Pemberian Kredit

A. Btruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
tertulis yang memadai ferkait dengan BMPK termasnk
pemberian  kredit kepada pihak terkait, debitur grup,
dan/atan debitur besar, berikut monitoring dan
penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian
terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

Bank telah memiliki Pedoman dan kebijakan serta SK
Nireksi terkait RMPK

Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Pencrapan

‘Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 1

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 50%

0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

dan/atau  pemberian  kredit besar telah memenuhi
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan
perundang-undangan.

2) |BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan BPR memiliki pedoman dan kebijakan serta SK Direksi
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan terkait BMPK dan telah sepenuhnya mengevaluasi
dengan peraturan perundang-undangan. kebijakan dan sisdur secara berkala

3) |Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait) Pemberian kredit memenuhi ketentuan BMPK, dan selalu

menerapkan prinsip kehati hatian

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

‘Total nilai untuk selurnh Skala Penerapan

2

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 2

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 40%

0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4) |Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait| Laporan BMPK telah disampaikan ke OJK sesuai
dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau ketentuan secara berkala
melampaui BMPK telah  disampaikan secara berkala
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat|
waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,
5) |BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai Bank tahun 2019 tidak melanggar BMPK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

w7

Totad uiluai uniuk seluruls Skuls Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(S): 2 1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.10
Kelola (8): 10% !
Penjumlahan S + P + H 1,00

Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9

0,08




Keiterla/Indikator

ald

10

Rencana Bisnis BPR

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1)

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan
disetnjni oleh Dewan Komisaris seanai dengan visi dan
misi BPR.

Dewan Komisaris

Rencana Bisnis tahun 2019 telah disusun dan disetujui

2)

Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis
jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk
rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan
"!"ﬁgﬂ'! f‘!ﬂ"(”i"‘”
Keuangan.

sesuai  ketentuan  Oforitas Jasa

3)

Rencana bisnis

BFR didukung
pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan
dan mtrastiuktur yang memadai antara lain sumbcer daya
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,
dan prosedur.

sepenuhnya

oleh

Rencana Bis
ada rencana jangka panjang

Rencana bisnis didukung sepenuhnya oleh Pemegang
Saham

is tahun 2019 telah disusun namun belum

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

dx4

exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

: |B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4

Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan
paling sedikit:

a. faktor eksternal dan internal yang dapat
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;
dan

¢. penerapan manajemen risiko.

rencana bisnis disusun mempertimbangkan faktor
intern,ekstern dan prinsip kehati hatian

5)

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan rencana bisnis BPR.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas
Rencana Bisnis

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

dx4

exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

2

Perhilungun tulu-raln dengan dibagi juiniah perlanyadn
(S): 2

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 40%

0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6)

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

rencana bisnis dan perubahannya disampaikan ke OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 1

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,10

Penjumlahan S + P + H

1,00

Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor|
10

0,08




RE
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11|Tr

i kondisi keuangan dan non kenggm, serta

A. Btruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1)

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non

manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk
sumber daya manusin yang kompeten  untuk
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan
utuh.

kenangan  yeng didukung oleh  sistem  informasil

Sistem laporan keuangan didukung oleh SIM dan SDM
yang kompeten

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax!

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Pencrapan .
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 1

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0,50

B. Pr

oses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan
keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan
komposisi pemegang saham scsuai kelentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan
OJK

3)

BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling
sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan,
opini dari akuntan publik atas laporan keuangan
tahunan BPR (apabila ads), seluruh aspek transparansil
dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Kenangan.

Laporan tahunan disusun sesuai dengan ketentuan OJK

4

BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah
BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi informasi dan penggunaan data nasabah
berpedoman pada ketentuan OJK

BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

cara, jenis dan cakupan secbagaimana diatur dalam|

Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK

Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 4

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

G)

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota
Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ditanda tangani
oleh direksi ,sesuai ketentuan OJK

7)

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan findak lanjut
pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan
sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Laporan pengaduan dan tindak lanjut disampaikan ke
OJK.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

11

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

1,50
(s): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.15
Kelola (S): 10% d
Penjumlahan S + P + H 1,05
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 0.08
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